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1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tcntang 
Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kenda.ri 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nornor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara ~ 
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tamoahan 
Lcmbaran Negara Republik .Indonesia Nomor 4421); 

Mengingat: 

a. bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan Pemilihan 
Umum Tahun 2024 khususnya Iasilitasi pelayanan 
pemeriksaan kesehatan calon anggota Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lingkup Kota 
Kenda.ri, maka diperlukan dukungan anggaran Pemerintah 
Kota Kendari melalui pergeseran anggaran Belanja Tidak 
Terduga; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu rnenetapkan Peraturan Wali Kota 
Kendari tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali 
Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kota Kendari Tahun Anggaran 2023; 

Menimbang: 

W ALI KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2023 

TENT ANG 

WALll(OTA KE~DARI 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALi KOTA K.ENDARI 
NOMOR 'fr TAHUN 2023 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nornor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua aras Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 680); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah 
Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 centang 
Kedudukan Keuangan KepaJa Daerah clan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 centang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pcmcrintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165); 

12.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 .Nomor 73, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 



13. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrati.f Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara Republi.k 
Indonesia Nornor 6323); 

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraruran Menteri Dalam Negeri Norn or 80 Tahun 2015 
Tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mcnteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembenrukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Serita Negara t<epublik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menreri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 202 J 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Bclanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah [Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 
1,Tambahan Lernbaran Daerah Kota Kendari Nornor 27); 

23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Delanja 
Daerah Kora Kendari Tahun Anggaran 202::\ (Lernbaran 
Daerah Kot.a Kendari Tahun 2023 Nomor 5); 



3. Penerimaan Pembiayaan 
a. Semula Rp. 208.127.001.080,· 
b. Bertambah/{berkurang) R.,.,,p.,_. _,,O_._,· 
JumlahPeneiimaanpembiayaa.n setelah perubaban Rp. 208.127.00 L.080,· 

4. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula Rp. 10.191.431.092,- 
b. Bertambah / (berkurang) .,_,R""p.,_. --=8,..,.5"'1""1"'.3"'3""0"".=-0..,_19:..,,_· 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 18.702.761.111,· 
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 189.424.239.969,­ 
Sisa lebih pernbiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,- 

Rp. l.781.295.157.418,· 
Rp. (8.511.330.0191.­ 
Rp. 1.781.295.157.418,· 

Rp. l.583.359.587.430, 
Rp. 0,­ 
Rp. 1.583.359.587 .430,· 

2023 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
semula sebesar Rp.l.79l.486.588.5LO,· dengan rincian sebagai Berikut : 

1. Pendapatan daerah 
a. Scmula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlab Pendapatan daerah sctelah perubahan 
2. Belanja Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja Daerah setelab perubahan 

Pasal 2 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Bcbcrapa Kctcntuan dalam Peraturan WaJi Kota Kendari Nomor 37 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota 
Keudari Tahun Angga.ran 2023 (Serita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 
37) diubah sebagai berikut : 

Pasal l 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUR<\N WALI KOTA KENDARI 
NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 
KENDA RI TAHUN ANGGARAN 2023 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 



Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pernerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
.Jcnis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pernbiayaan; 
Daftar Nama Penerima, Alamat, Penerirna dan Besaran 
Hibah; 
Dafta.r Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 
Bantuan Sosial; 
Dafta.r Nama Penerima, Alarnat Penerima, dan Besaran 
Ba.ntuan Keuangan bersifat umurn clan bersifat khusus; 
Daftar Nama Pcncrima, Alamat Penerirna, dan Besaran 
Belanja Bagi Hasil; 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiaran, Ruh 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan 
Belanja dan Pembiayaan: 
Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Perlambangan gas alam/Tambahan DBH - Minyak dan Bumi 
Menurut Urusan Pemerintab Daerah, Organisasi, Program, 
Kcgiatan, Sub Kegiatan, Kelornpok, .Jenia, Objek, Rincian 
Objek, Pendapatan, Belanja dan Pcmbiayaan; 
Rincian Dana Tarnbahan Inlrastrukrur Menurut urusan 
Pernerintah Daerah, Organisasi, Prog.ram, Sub Kegiatan, 
Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pernbiayaan; 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pada Daerah 
Perbatasan clalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
APDD dan Rancangan Pcraturan Kcpala Dacrab Tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

LampiranX 

Lampiran IX 

Lampiran VlII 

Lampiran VII 

Lampiran Vl 

Lampiran V 

LampiranJV 

Lampiran 111 

Lampiran II 

Larnpiran l 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrab 
sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2, tercanturu dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari : 

Pasal 3 

2. Ketentuan Lampiran I dan Larnpiran U Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 



Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal /S'-12.. - 2023 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal /8-11 - 2023 

r'ARAF KOORD1t,ASI 
'"1 INSTANSI /UNIT KERJA PAR AF 

.. 

KOTA KENDARI TAHON 2023 NOMOR t;J 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kata Kendari . 

Peraturan Wali Kota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal IT 
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